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ABSTRAK

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah merupakan fenomena
yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik dalam
perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Di dusun Pematang Panjang,
praktik ini dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, baik oleh perorangan
maupun oleh badan usaha yang menggunakan nama karyawan dalam sertifikat
tanah. Motif pelaksanaannya meliputi alasan administratif, penghindaran batasan
maksimum kepemilikan, penghindaran pajak, hingga untuk memanfaatkan
program subsidi sertifikat tanah (PRONA) yang memiliki batasan luas tertentu
perinduvidu. Sebagian perjanjian hanya dibuat berdasarkan kepercayaan tanpa
notaris, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum.
Meskipun cukup marak terjadi, praktik ini belum banyak dikaji dari sudut pandang
hukum Islam, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode
deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi di lapangan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori hukum
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, konsep akad Wakalah dalam
hukum Islam yang menekankan pada pelimpahan kuasa, serta prinsip Sadd az-
Zari’ah yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan mudharat yang
ditimbulkan oleh praktik nominee terhadap kejelasan hukum dan hak kepemilikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee yang
terjadi di dusun Pematang Panjang sebagian besar tidak memenuhi syarat sah
perjanjian secara hukum positif, terutama karena adanya motif yang tidak halal
secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat
dibenarkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad Wakalah, serta
berpotensi menimbulkan mafsadat sehingga patut dicegah berdasarkan prinsip Sadd
az-Zari’ah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum kepada
masyarakat agar memahami risiko hukum dari praktik pinjam nama dalam
kepemilikan tanah.

Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Akad Wakalah, Sadd az-Zari’ah



ABSTRACT

The practice of nominee agreements in land ownership is a coplex
phenomenon that raises various legal concerns, both from the perspective of
positive law and Islamic Law. In Pematang Panjang village, this practice is carried
out among fellow Indonesian citizens, either between individuals or by companies
using the names of their employees on land certificates. The motives include
administrative convenience, evoiding maximum land ownership limits, tax
avoidance, including to benefit from the government subsidized land certification
program (PRONA), which sets a maximum land area limit for each induvidual.
Some of these agreements are made solely based on mutual trust without notarial
documentation, creating potential for legal disputes and uncertainty in ownership
status. Despite its prevalence, this practice has received little attention from the
perspective of Islamic law, particularly regarding its conformity with sharia
principles.

This research adopts a juridical-empirical approach with a descriptive-
analytical method. Data collection techniques include interviews, fiel observation,
and documetation. The theoretical framework consists of contract law theory
(Article 1320 of the Indonesian civil code), the concept of Wakalah in Islamic law
which emphasizes delegation of authority, and the principle of Sadd az-Zari’ah,
which is used to assess whether the nominee practice might lead to legal harm or
confusion over ownership rights.

The results show that most nominee agreements in Pematang Panjang
village do not meet the legal requirements of a valid contract, especially concerning
the element of a lawful cause. From the Islamic law percpektive, such practices are
invalid if they fail to fulfill the pillars and conditions of Wakalah, and they may lead
to harm (mafsadat) that should be prevented based on Sadd az-Zari’ah. The study
recommends legal education for the community to raise awareness about the legal
risks associated with using nominee arrangements in land ownership.

Keywords: Nominee Agreement, Wakalah, Sadd az-Zari’ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan penulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud pengalihan adalah pengalihan bahasa arab ke
bahasa latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba“ B Be
< Ta‘ T Te
& Sa¢ g es (dengan titik di
atas)
c Jim J Je
z Ha* o ha (dengan titik di
bawah)
z Kha‘ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di
atas)
D) Ra‘ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
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o Syin Sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di
bawah)
) Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Tas T te (dengan titik di
. . bawah)
1 Za¢ 7 zet (dengan titik
' ' di bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di
atas
¢ Gain G Ge
s Fa* F Ef
a Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
g Nun N En
3 Waw W W
° Ha’ H Ha
& Hamzah ¢ Apostrof
&é Ya‘ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Syaddah
b ditulis muta ‘addidah
dac ditulis ‘iddah




C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

a. Bila Dimatikan ditulis h

s ditulis hikmah

i ditulis Ullah

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

RERTERES ditulis Karamah al-Auliya’

c. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

P ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. —eme §omen Fathah ditulis A
2. Kasrah ditulis I
3. o Dammah ditulis 8}

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis A
Joalid ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
J ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
Jgd ditulis al- ‘Alwani




4. Dammah + wawu mati ditulis U
oo ditulis ‘Ulim
1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
ditulis Ghairihi
2. Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis Qaul

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
i ditulis aantum
& el ditulis u’iddat
i ditulis la’in syakartum

3. Kata Sedang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

o

ditulis

Al-Qur’an

ol

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

]

ditulis

ar-Risalah

Xi




4.

sl ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau

Pengucap.

1l dal ditulis Ahl ar-Rayi

adl ditulis Ahlus-Sunnah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma“arif dan sebagainya.

xii



KATA PENGANTAR

a1 a1 b s
(29 Uy g LaS Aple 1S 5l 458 1S jlaa Lska 1,58 1aea i 2eaf

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt, segala puji
tercurah kepada-Nya, sang pemilik cahaya ilmu dan hikmah, yang dengan kasih-
Nya membuka tabir kebodohan, dan dengan Rahmat-Nya menuntun hati yang
mencari kebenaran. Tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan alam, Nabi Muhammad saw, sang penutup para nabi, yang sinar
kenabiannya menembus zaman, membawa risalah suci, dan menjadi teladan

paripurna bagi umat yang mengharap ridha Ilahi.

Berbagai Upaya telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Tanah
Yang Didapatkan Melalui Praktik Nominee (Studi Kasus Dusun Pematang
Panjang Muara Bungo)”. Penulis menaruh harapan semoga skripsi ini
memberikan nilai kebermanfaatan untuk semua pembaca terkhusus bagi penulis
sendiri. Adapun terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan,
bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

xiii



3. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan selama
proses penulisan skripsi ini.

4. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
yang telah memberikan saran dan masukan dari awal hingga akhir
perkuliahan.

5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus
memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Iskandar selaku sekretaris dusun Pematang Panjang yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada penulis,
sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Hambali selaku kepala seksi pemerintahan dusun Pematang
Panjang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi
informasi kepada penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

8. Bapak Hasanuddin selaku subjek penelitian yang telah meluangkan
waktu menerangkan mengenai latar belakang dan lainnya mengenai
tanah pusako yang bersengketa, sehingga sangat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Xiv



9. Semua pihak yang diwawancara, saya ucapkan terimakasih karena telah
berkenan memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini,
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

10. Ayahanda Haryadi, Ibunda Juairiah, dan adik-adikku Ahmad Kadafi
Azandri, Muhammad Ilham Adil Riski, Abidzar Alghifari yang telah
memberikan cinta, kasih saying, dukungan, kesabaran dan motivasinya
sehingga penulis dapat menunaikan cita-citanya.

11. Ariq Zahra Khalisa yang telah memberikan doa, dukungan, semangat,
dan pengertian dalam setiap Langkah penulis, serta menjadi sosok yang
senantiasa hadir memberikan kekuatan di tengah proses perjuangan
menyelesaikan skripsi ini.

12. Pedak Baru gengs, Ababil Zihat, Abdian Syaifullah, Teguh Iman.
Terimakasih telah membersamai selama proses perkuliahan sehingga
memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua rekan seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
angkatan 2021 yang telah membersamai penulis selam proses

perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa menjadi amal
ibadah yang tercatat hingga akhir hayat dan Allah Swt, membalasnya dengan
kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari pada penulisan skripsi ini masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

XV



Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pembaca. Semoga hasil karya ini juga dapat menjadi
referensi yang berguna bagi penelitian atau pengembangan ilmu di masa yang akan

datang.

Yogyakarta, 19 Juli 2024 M.
24 Muhagram 1447 H.

ajri Assidigi
21103080029

XVi



DAFTAR ISI

ABSTRAK ...t r e i
ABSTRACT ...ttt ettt e e snr e e re e e snre e ennes i
107 (0 2 0 1O OO PP RPN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..o vii
KATA PENGANTAR ... xiil
BAB I PENDAHULUAN......coiiitiit ittt ettt 1
A.  Latar Belakang Masalah .........ccccooioiiiiiiiiiiiceeeeeeee e 1
B.  Rumusan Masalah......c..ccooceoiiiiiiiiiiiie e 10
C.  Tujuan dan KeGUNaan .........ccceeeierieniiiiieieeieesieente sttt 10
D.  Telaah PUStaKa ...cc.coiiiriiiieeieesiiesiese ettt s s 11
E.  Kerangka TEOTT . cceeeeteriirieieniieiiesiesieete sttt ettt sttt st sresreeane s 15
F. Metode Penelitian ........ccceciiiiiiniinieiiniiicseceese e 18
G. Sistematika Pembahasan........c..ccccoveiviiiiiiiiiiniiii 22

BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PERJANJIAN NOMINEE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, AKAD WAKALAH, DAN SADD AZ-

ZARDPAH ....ccooooiiiiiiiiie st et 27

A, HuKum Perjanjian ........c.cceoeeeeiierinieiieneeiesie ettt sttt 27

1. Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia..........ccceceeveeniericriinieenennen. 27

2. Pengertian Hukum Perjanjian.........ccccooeeiiiiiiiiiiieiiieseenccceceeeee e 28

3. Asas-Asas Perjanjian ........c.cevceeriiiiiiiiienie et 30

4. Syarat Sah Perjanjian........cccocceecveeriienienienienie et esieesiee e see s seees 34

B, Walkaldih M. b, NS Sl M NAM Seet  SA L NN 2 AN 37

1.  Pengertian dan Dasar HUKUM .........cocoiiiiiiiiiiiiiiee e, 37

2. Rukun dan Syarat .........ccccoieveiiiiiiiic s 38

3. Jenis Akad Wakalah ..............cccccocueviviiiniiiniiiiiiniiiiiiiie 40

C.  SAAA QZ-ZATT AR oot 41

1.  Perngertian dan Pekembangan Sadd az-Zari’ah..............c.eeeeeveeverevrresrennnnn. 41

2. Dasar Hukum dan Penerapannya.........c.cccoceveeveenineeneneeseneneeseseeeesneseennes 45
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DI

DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGAO.........cccooviiiiniiiininieie e 49

A. Gambaran Umum Dusun Pematang Panjang...........ccccccovvvevenineninenccnencenns 49

XVii



B.  Praktik Nominee dalam Transaksi Kepemilikan Tanah di Dusun Pematang

PaMJANE. ettt sttt et beenre s 53
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN PERJANJIAN NOMINEE DI DUSUN
PEMATANG PANJANG .....oooiiiiiiie e 62

A. Analisis Praktik Perjanjian Nominee Di Dusun Pematang Panjang Dengan
Hukum Perjanjian. .........cocevieieiineneieeenese e 62

B.  Analisis Praktik Perjanjian Nominee di Dusun Pematang Panjang dalam Hukum
Islam71

Lo AKAd WAKALAN ... 71

2 SAAA QZ-ZAFI AR ce.cooeeeveeveeeeeeeeeeee e e renaeeve et sasannnae s 77
BAB V PENUTUP........ooiiiiii et sb e 81
A, KESITMPULAN c..eeiiieieeeee e 81
Bl SAIAN e e e 82
DAFTAR PUSTAKA ... oot 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....oooiiiiiiiiiieiie ittt et snbe s I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING........cccovviriinienne. I
DOKUMENTAST ..ottt sttt sttt be e sbeesaeeeneees v
CURRICULUM VITAE......coooiiitiiiiiiiteteee ettt sttt sttt \Y

XViii



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan
manusia manusia. Selain sebagai aset ekonomi, tanah juga dimanfaatkan
sebagai lahan produktif, seperti untuk pertanian, peternakan, dan

pertambangan.*

Kepemilikan tanah merupakan kajian yang tak kalah
pentingnya dalam Islam, karena tanah dianggap sebagai salah satu sumber daya
yang fundamental bagi kehidupan manusia. Tanah bukan hanya sekadar aset
ekonomi, tetapi juga mengandung funsi sosial.? Hal ini menjadikan penguasaan
dan kepemilikan tanah, menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan
pemahaman mendalam mengenai hukum yang berlaku.

Dalam pandangan Islam, tanah juga memiliki kedudukan yang penting.

Oleh karena itu, para ulama membagi kepemilikan tanah menjadi tiga jenis:

1. (al-milkiyyah al-khassah) yaitu hak yang dimiliki oleh individu untuk

menggunakan hak miliknya secara otonom.

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2005), him. 3.

2 Surur Roiqoh, “Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam,”
Az-Zarga’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 1 (2020): him. 88.

3 Wahbah Az-Zuhayli, Figh Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 345-350.



2. (al- milkiyyah al-‘ammah) yaitu hak kepemilikan yang dimiliki oleh
masyarakat secara bersama-sama.

3. (al- milkiyyah ad-dawlah) yaitu hak milik yang dimiliki oleh negara sebagai
lembaga yang diamanatkan oleh tuhan sebagai pengelola untuk kepentingan
bersama.

Ketiga jenis kepemilikan diatas tidak sama dengan konsep kepemilikan
tanah yang ada di Indonesia, kepemilikan tanah di Indonesia terbagi menjadi
berbagai jenis seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Atas Satuan Rumah Susun. Dari berbagai jenis hak atas tanah
tersebut terdapat sertifikat sebagai bukti kepemilikan dan perlindungan hukum;
kepastian hukum, hak milik merupakan hak terkuat dan dapat dimiliki turun
temurun. Karena hak milik merupakan hak terkuat maka sifat hak milik ini tidak
mudah hapus/hilang dan dapat dipertahankan dari orang lain yang
menginginkannya, selain itu hak milik wajib didaftarkan oleh orang yang
memiliki tanah tersebut.* Hak Milik atas tanah tertuang didalam SHM atau yang
lebih dikenal dengan sebutan Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan PP No. 24 Tahunn 1997° menyatakan bahwa sertifikat
merupakan alat bukti yang kuat. Sehingga sertifikat tanah, tidak hanya sekedar
memberikan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada pengaturan dan

pengelolaan penggunaan lahan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya

4 Purwatiningsih, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara
Indonesia Nonpribumi Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan Nominee (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Sleman No. 20/Pdt./2018/PN.Snm),” Jurnal Kemahasiswaan Hukum &
Kenotariatan 1, no. 1 (2012): him. 218.

5 Pasal 32 ayat (1).



sertifikat tanah, dapat meminimalisir adanya konflik dan hak-hak pemilik tanah

dapat terlindungi.

Namun, berbagai pembatasan hukum dan administrasi, seperti larangan
kepemilikan tanah oleh warga negara asing, batasan luas tanah yang dapat
didaftarkan dalam program pemerintah, atau kendala administratif lainnya,
mendorong sejumlah pihak untuk tidak mendaftarkan atas nama sendiri.
Sehingga memilih menggunakan perjanjian nominee sebagai alternatif, agar
dapat mempermudah proses pendaftaran atau justru juga untuk menyiasati

hukum.®

Perjanjian nominee adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah
satu pihak (nominee) sepakat untuk menggunakan namanya atas kepemilikan
atau pendaftaran suatu benda (misalnya saham, tanah, atau bangunan),
sedangkan kepemilikan sebenarnya adalah pihal lain (benefical owner).
Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, ia
termasuk ke dalam kategori perjanjian innominat dan berkembang karena asas
kebebasan berkontrak.” Namun, dalam praktiknya, perjanjian nominee bisa

dilakukan untuk mengakali hukum di Indonesia. Maka, jika perjanjian nominee

6 Maria S Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta
Bangunan (Jakarta: Kompas, 2008), him. 85.

" 1bid., him. 85.



dilakukan dengan maksud ingin mengelabui hukum maka perjanjian ini tidak

memenuhi syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal.®

Penggunaan nama orang lain (nominee) pada sertifikat tanah sering
dilakukan oleh WNA yang tidak memenuhi syarat hukum untuk memiliki tanah
di Indonesia seperti yang telah tertuang didalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA)® yang mengatur terkait larangan kepemilikan tanah hak milik
bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Untuk menghidari dari larangan
tersebut, perjanjian nominee dilakukan, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai
penyelundupan hukum. Perjanjian ini bisa menjadi celah, karena dalam hukum
perjanjian Indonesia tidak ada aturan yang tegas dan spesifik membahas tentang
perjanjian tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai kekosongan norma.'°

Selain itu kemudahan administrasi juga mempengaruhi sebagian pihak
menggunakan nama orang lain dalam pendaftaran tanah. hal ini disebabkan oleh
persyaratan administratif yang cukup kompleks. Dalam kondisi tertentu, tidak
semua pihak dapat memenuhi seluruh persyaratan, sehingga penggunaan nama
orang lain secara administratif dianggap sebagai solusi praktis. Pandangan ini

dipandang mampu memperlancar proses pendaftaran tanpa harus menunggu

pemenuhan dokumen yang sah dari pemilik sebenarnya. Meskipun demikian,

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 21.

10 Feri Anisa, Akbar Maulana Wicaksana, Aura Eklesia, dan Isabella Vania Camilla K,
“Keabsahan Perjanjian Nominee sebagai Bukti Kepemilikan atas Tanah Berdasarkan Prinsip Privity
of Contract,” Unes Law Review 6, no. 4 (2024): him. 11026.



kemudahan ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang dapat

menimbulkan persoalan dikemudian hari.!!

Perjanjian nominee yang dilakukan oleh warga negara asing maupun
warga negara Indonesia, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang
berkaitan dengan sistem pendaftaran dan sistem publikasi pertanahan di
Indonesia, yang menentukan pihak mana yang merupakan pemilik sah dari
suatu hak atas tanah dan juga dokumen kepemilikan yang dijadikan sebagai

dasar dan alat bukti.?

Dalam konsep kepemilikan, Islam memiliki pandangan yang
komprehensif. Yang mana konsepnya tidak sekedar mencangkup harta benda
fisik, namun juga mencangkup berbagai hak dan manfaat. Dalam islam
kepemilikan merupakan hak yang sangat dihargai dan dilindungi. Seperti yang

tertuang didalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:*®

o) 5 oo lad 0S5 o) V) QLI Sy 2K sl 151S5 Y 1 sial cpdll Ly

Lg;JeSngSﬁ&\&\%S@'\ | ligs Y 5 2<%

11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2005), him. 417.

12 Widodo Budidarmo dan Lily Kalyana, “Problematika Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai
Akibat Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Nominee,” Jurnal Retentum 6, no. 2 (2024): him.
315-324.

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), him. 112.



Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep kepemilikan juga dikaitkan
dengan tanggung jawab sosial dan keadilan. Maka dari itu Islam memiliki
peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
perihal kepemilikan tanah. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan

kemaslahatan umum menjadi ukuran nilai manfaat secara keseluruhan.

Perjanjian nominee bukan hanya dilakukan oleh warga negara asing
yang ingin memiliki tanah di Indonesia saja, tetapi juga dilakukan oleh sesama
warga negara Indonesia dengan maksud tertentu mulai dari menghindari dari
pembatasan kepemilikan tanah oleh badan hukum dan badan usaha,
menghindari regulasi atau batasan agraria, mempermudah proses administrasi
atau perizinan, menghindari terkenanya pajak atau biaya lain, kepentingan
sementara dengan maksud untuk balik nama kemudian, penyembunyian aset

atau dengan maksud lainnya.

Berkaitan dengan pembatasan hak milik pada Undang-Undang Pokok
Agraria® dijelaskan pada penjelasan umum bahwa badan hukum tidak
disebutkan sebagai subjek yang dapat memilik hak milik, kecuali yang
ditentukan oleh pemerintah seperti badan keagamaan, badan sosial, dan
koperasi sedangkan PT selain yang ditunjuk oleh pemerintah ia hanya
menggunakan HGB dan HGU. Badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik

cukup dengan hak-hak lainnya dengan demikian maka dapat dicegah usaha-

14 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 21 ayat (2).



usaha yang bermaksud menghindari ketentuan mengenai batas maksimum luas
tanah yang dimiliki dengan hak milik sebagaimana yang telah tertuang pada

Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dusun Pematang Panjang yang merupakan salah satu dusun yang
terletak di Provinsi Jambi adalah tempat dimana rata rata mata pencahariannya
adalah petani yang mayoritas merupakan petani kelapa sawit dan karet'® yang
memerlukan lahan yang cukup luas. Namun yang menjadi fokus utamanya
adalah terkait kepemilikan lahannya. Dalam mendaftarkan hak milik atas tanah
terdapat penggunaan nama orang lain sebagai yang tercantum didalam

sertifikat.

Berdasarkan pra-penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa
praktik perjanjian nominee dilakukan dalam bentuk yang beragam. Terdapat
perjanjian yang dibuat secara formal dan terdapat yang dibuat hanya
berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antar para pihak tanpa prosedur
formal. Hal ini mencerminkan perkembangan perjanjian nominee sebagai
bagian dari perjanjian yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi

masyarakat.®

Selanjutnya di Dusun Pematang Panjang terdapat program yang

dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan PRONA (Program Operasi

15 Observasi praktik perjanjian nominee di dusun Pematang Panjang (Muara Bungo, 23
Maret-16 April 2025).

18 1bid.



Nasional Agraria). PRONA merupakan program sertifikasi tanah gratis atau
subsidi yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui
kementrian Agraria dan Tata ruang. Program pemerintah ini bertujuan untuk
mengurus sertifikat tanah secara masal, terutama di wilayah desa/kelurahan,
dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas

kepemilikan tanah.

PRONA memiliki batas luas tanah yang bisa didaftarkan, batasan
luasnya bervariasi. Untuk tanah non-pertanian di wilayah kelurahan, batasnya
maksimal 200 m2. Sementara untuk tanah milik badan hukum atau lembaga
sosial/keagamaan, batasnya maksimal 500 m2. Untuk tanah pertanian, batasnya
adalah 2 hektar.}” Dengan adanya batasan ini beberapa masyarkat memilih
untuk menggunakan nama orang lain sebagai yang terdaftar di sertifikat, baik

itu menggunakan nama keluarga dekat maupun orang lain yang dipercaya.

Perjanjian nominee ini menimbulkan kekhawatiran terkait aspek hukum
dan perlindungan hak atas tanah. Penggunaan nama pihak lain sebagai pemilik
yang tercatat dalam sertifikat tanah berpotensi menimbulkan konflik
kepemilikan di kemudian hari, terutama jika hubungan kepercayaan antar pihak
mengalami keretakan. Selain itu, perjanjian nominee yang bertujuan untuk

mengelabui hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

17 peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), Pasal 4.



merugikan pemilik manfaat sebenarnya, sehingga perlu ada kajian yang

mengarah pada praktik perjanjian ini.

Jika dilihat di laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung
mengungkapkan tren fluktuatif dalam perkara yang memuat kata kunci
“nominee”, mencerminkan bahwa praktik pinjam nama melalui perjanjian
nominee kerap dilakukan. Pada tahun 2015 tercatat 39 perkara register dan 66
putusan akhir, yang kemudian menurun pada 2016 menjadi 27 register dan 56
putusan. Jumlah ini kembali meningkat pada 2017 menjadi 44 register dan 70
putusan, serta bertahan tinggi sepanjang 2018 dan 2019 dengan masing- masing
54 dan 50 register serta 63 dan 59 putusan. Selama masa pandemi, angka pada
2020 menunjukkan 44 register dan 41 putusan, disusul dengan lonjakan pada
2021 dengan 49 register dan puncaknya 74 putusan. Namun, sejak 2022 hingga
2023, terjadi penurunan drastis hanya tercatas 2 register dan 6 putusan pada

2022, serta 2 register dan 2 putusan pada 2023.1®

Putusan Register
Putusan Akhir

70t
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Gambarl.1: Diagram register dan putusan perkara nominee berdasarkan laman Direktori
Putusan Mahkamah Agung

Jumlah Putusan

20F

10h

V]

18 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia: Hasil Pencarian Kata Kunci ‘Nominee’ Tahun 2015-2023,” diakses 17 Juli 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?g=nominee.
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Berdasarkan diagram, praktik perjanjian nominee terbukti terus
berlangsung dan menjadi objek sengketa hukum di Mahkamah Agung sejak
2015 hingga 2023. Meskipun jumlah putusan fluktuatif, perkara terkait nominee
hampir selalu muncul setiap tahun, dengan puncaknya pada 2021 sebanyak 74
putusan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan peristiwa
insidental, melainkan berulang dalam realitas di lapangan. Penurunan jumlah
pada 2022-2023 tidak serta-merta mencerminkan berhentinya praktik nominee,
melainkan bisa dipengaruhi oleh faktor administratif atau pola penyelesaian di
luar pengadilan. Konsistensi perkara ini menegaskan pentingnya kajian
mendalam, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif
hukum Islam guna menjawab persoalan moral dan keabsahan akadnya dikalang

akar rumput.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian pinjam nama (nominee) dilakukan di Dusun
Pematang Panjang, dan apakah praktik tersebut selaras dengan asas-asas dan
ketentuan hukum perjanjian?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perjanjian nominee

ditinjau dari konsep akad Wakalah dan Sadd az-Zari’ah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Mengetahui bagaimana perjanjian nominee atas tanah itu dilakukan, dan
mengapa menggunakan perjanjian tersebut.

b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap status
kepemilikan tanah yang didapatkan melalui praktik nominee.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat
bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi bahan
pertimbangan dalam penyempurnaan hukum islam terkait permasalahan
kontemporer, khususnya terkait perjanjian pinjam nama (nominee).

b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada masyarakat
terhadap pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

praktik penggunaan nama orang lain pada sertifikat tanah (Nominee).

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perjanjian nominee bukanlah hal yang baru, Terdapat
beberapa peneliti sebelumnya yang mengangkat permasalahan tentang
nominee. Sebagai tajuk dalam berbagai penelitian dan untuk membedakan
penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Setelah melakukan telaah
serta pencarian dari berbagai sumber terkait kajian yang penulis lakukan,
penulis menemukan beberapa hasil kajian dan penelitian terkait. Berikut
dipaparkan beberapa hasil telaah pustaka yang memiliki relevansi dengan

penelitian yang penulis lakukan.
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Penelitian yang ditulis oleh Wahyuni Hartono dkk,'® Wendy Irawan
dkk,?® Dwi Tiara Febriana dan Amad Sudiro,?! Seventina Monda Devita,??
Imelda Martinelli dkk,?® Rosyani Ada dkk,?* serta Lughelsa Wiliang Nisandra
dkk.?® Secara umum membahas praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan
tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dan implikasinya terhadap
kepastian hukum. Wahyuni Hartono dkk. Menyatakan bahwa praktik tersebut
merupakan bentuk penyelundupan hukum yang melanggar asas nasionalitas
dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Wendy Irawan dkk. Menilai bahwa

perjanjian nominee bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata serta pasal 21

19 Wahyuni Hartono, Abrar Saleng, Kahar Lahae, “Kepastian Hukum Jual Beli Tanah
dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee,” Amanna Gappa 30, no. 1 (2022).

20 Wendy Irawan, Jelly Nasseri, Felicitas Sri Marniati, “Kepastian Hukum Akta Perjanjian
Pinjam Nama (Nominee) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Dalam Jual Beli Tanah Menurut
Undang-Undang Pokok Agraria,” SENTRI: Jurnal Riset IImiah 3, no. 6 (2024).

2l Dwi Tiara Febriana dan Amad Sudiro, “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah
Pasca Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Dianggap Batal Demi Hukum,” Unes Law
Review 6, no. 4 (2024).

22 Seventina Monda Devita, “Status Hukum Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Tanah
(Studi Perjanjian Nominee Dalam Perkara Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3020
K/Pdt/2014),” WIDYUR: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022).

23 Imelda Martinelli, Lavienda William, dan Yessa Milianty, “Analisis Konsistensi Putusan
Hakim Terhadap Perjanjian Nominee atas Hak Milik Tanah di Wilayah Indonesia antar Warga
Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI),” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan &
Konseling Keluarga 6, no. 2 (2024).

24 Rosyani Ada dan Akhmad Safik, “Analisis Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah Melalui
Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 2959
K/Pdt/2022),” Unes Law Review 6, no. 2 (2024).

% Lughelsa Wiliang Nisandra, Komang Febrinayanti Dantes, | Wayan Lasmawan,
“Perjanjian Nominee Dalam Bentuk Akta Notarill Terhadap Status Hak Milik atas Tanah di
Indonesia (Studi Putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PN Sgr),” e-Journal Komunikasi Yustisia
Universitas Pendidikan Ganesha 6, no. 1 (2023).
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dan 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Dwi Febriana dan Amad Sudiro
menekankan kerawanan penyalahgunaan dalam kejahatan kerah putih. Sejalan
dengan itu, Devita, Martinelli, Rosyani, dan Nisandra menyoroti
ketidakabsahan dan potensi sengketa akibat tidak terpenuhinya syarat sah
perjanjian, meskipun dibuat secara notarill. Seluruh penelitian tersebut
menggaris bawahi bahwa praktik nominee oleh WNA tidak sah dan mengancam

kepastian hukum agraria nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara
Nelson dalam jurnal Pakuan Law Review,?® Serta Achmad Hariyadi dan
Rusdianto Sesung dalam Jurnal Selat,?’ terdapat kesamaan yang menjelaskan
terkait legalitas perjanjian nominee dalam konteks kepemilikan tanah,
khususnya antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Arsela dan Nelson
menekankan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk perjanjian
innominat yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan masih banyak
digunakan masyarakat, meskiput berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum karena hanya nama dalam sertifikat yang diakui secara sah. Di sisi lain,
Hariyadi dan Sesung menyatakan bahwa perjanjian nominee antar sesama WNI
tidak dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga masih

sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana

% Annisa Maudi Arsela dan Febby Mutiara Nelson, “Perjanjian Nominee Dalah Hukum
Pertanahan Indonesia,” PALAR (Pakuan Law Review) 7, no. 2 (2021).

27 Achmad Hariyadi dan Rusdianto Sesung, “Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang
Diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Antar Sesama Warga Negara Indonesia,” Jurnal Selat
9, no. 1 (2021).
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diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keduanya sepakat bahwa praktik ini
belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum positif di Indonesia, sehingga
menimbulkan kekosongan norma (rechtsvacuum) dan potensi resiko hukum.
Dengan demikian, meskipun sah secara perdata, perjanjian nominee antar WNI
tetap memerlukan regulasi yang tegas agar tidak menimbulkan kerugian hukum

dikemudian hari.

Penelitian di atas sebagian besar menggunakan pendekatan yuridis-
normatif. Fokus utama penelitiannya adalah validitas perjanjian nominee
berdasarkan hukum agraria nasional serta analisis terhadap putusan pengadilan.
Hasilnya secara konsisten menegaskan bahwa perjanjian nominee yang
melibatkan warga negara asing adalah tidak sah, dan menimbulkan tantangan
dalam hal kepastian hukum. Disamping itu, kekosongan norma hukum
(rechtsvacuum) dalam mengatur perjanjian serupa antar sesama WNI. Oleh
karena itu, terdapat area penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut.
Pertama, perspektif hukum Islam mengenai kepemilikan tanah yang diperoleh
melalui praktik nominee belum banyak dieksplorasi secara mendalam, padahal
aspek ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Kedua, sebagian
besar penelitian yang ada cenderung bersifat teoretis dan belum menyentuh
praktik konkret di lapangan, sehingga diperlukan studi kaus yang
menggambarkan realitas sosial. Ketiga, subjek kajian umumnya hanya terbatas
pada keterlibatan WNA, sementara praktik antar sesama WNI belum banyak

mendapat perhatian.
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Penelitian ini menjawab kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik
nominee yang dilakukan antar sesama WNI dalam konteks masyarakat lokal di
dusunPematang Panjang. pendekatan yang digunakan merujuk pada analisis
hukum yang dikaitkan langsung dengan realitas di lapangan. Tidak sekedar
menggunakan hukum positif, penelitian ini juga mengkaji dari sudut pandang
hukum Islam dengan menggunakan teori akad Wakalah dan Sadd az-Zari’ah.
Pendekatan ini memberikan gambaran yang menyeluruh, sekaligus
membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang berfokus pada

WNA.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Perjanjian

Teori hukum perjanjian merupakan landasan pertama yang digunakan dalam
penelitian ini, mengingat pokok bahasan yang diangkat berkaitan dengan
praktik perjanjian yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk
memulai kajian ini dengan teori hukum perjanjian guna memahami apakah
praktik yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian
menurut ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti akan
menilai sejauh mana perjanjian nominee yang menjadi objek kajian dapat
dikategorikan sebagai perjanjian yang sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum

perdata di Indonesia.

Teori hukum perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk

pada pemikiran Subekti, seorang ahli hukum perdata terkemuka di Indonesia.
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Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi
empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:?®
1. Adanya kesepakatan para pihak;

2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Sebab yang halal.

Penggunaan teori Subekti sebagai landasan dalam penelitian ini adalah karena
penjelasannya yang sistematis dan aplikatif dalam menguraikan unsur-unsur
sahnya perjanjian. selain itu teori ini cukup banyak dijadikan rujukan oleh para
praktisa hukum dan digunakan dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia,
sehingga menjadikannya relevan dan kredibel untuk dijadikan acuan dalam
menilai keabsahan perjanjian nominee yang menjadi fokus penelitian ini.
Dengan demikian, teori ini dapat membantu menilai apakah perjanjian di Dusun
Pematang Panjang telah memenuhi ketentuan hukum dan dapat dinyatakan sah

secara hukum.

2. Akad Wakalah
Penggunaan teori akad Wakalah dalam penelitian ini didasarkan pada
relevansinya dengan praktik perjanjian nominee yang menjadi objek kajian.

Dalam praktik nominee, terjadi pelimpahan kuasa atau perwakilan dari satu

28 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), him. 17.
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pihak ke pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama yang
diwakilkan. Pola hubungan ini memiliki kesamaan dengan prinsip dasar dalam
akad Wakalah, sehingga akad Wakalah digunakan sebagai kerangka teori
karena dapat memberikan perspektif hukum Islam yang tepat dalam menilai
keabsahan hubungan perwakilan tersebut.

3. Sadd Az-Zari’ah

Perjanjian nominee pada dasarnya merupakan praktik peminjaman nama yang
dalam konteks penelitian ini dilakukan dalam rangka pendaftaran sertifikat
tanah di dusun Pematang Panjang. praktik semacam ini berpotensi
menimbulkan permasalahn hukum, seperti sengketa kepemilikandan
ketidakjelasan status hukum atas tanah tersebut. oleh karena itu, untuk menkaji
lebih dalam praktik ini dari perspektif hukum Islam, peneliti menggunakan
pendekatan teori Sadd az-Zari’ah. Teori ini dipilih karenamemberikan landasan
untuk menilai suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak mubah, namun dapat
mengarah kepada kemudharatan dikemudian hari.

Menurut syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi’,?® Sadd az-Zari'ah
merupakan metode untuk menutup jalan menuju kerusakan (mafsadah),
sekaligus dapat membuka jalan terhadap kemaslahatan apabila suatu tindakan
mengandung potensi kebaikan. Dengan demikian, penggunaan teori ini relevan

untuk menilai apakah praktik perjanjian nominee yang dilakukan di masyarakat

2 Sunnatullah, “Ushul Figh: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya,” NU
Online, diakses 15 Februari 2025, https://nu.or.id/syariah/ushul-figih-metode-saddudz-dzari-ah-
dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT.
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memiliki kecenderungan membawa kerusakan yang perlu dicegah, meskipun

secara hukum positif atau sosial tampak sebagai tindakan yang sah atau wajar.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan peneliti gunakan dalam penyusunak skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
lapangan (field reseach).®® Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada
kebutuhan untuk mengkaji praktik perjanjian nominee yang secara nyata terjadi
di tengah masyarakat, khususnya di dusun Pematang Panjang, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian lapangan ini telah dilakukan secara langsung
di lokasi, hal ini dilakukan untuk menggali data dari sumber primer dengan
bertemu langsung tatap muka. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti
mendapatkan gambaran yang utuh dan faktual mengenai praktik yang terjadi.
Selain itu, dapat memberikan pemahaman terkait dinamika sosial dan hukum
yang melatarbelakanginya.

2. Sifat Penelitian

%0 Lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 153. Penelitian lapangan merupakan bagian dari
pendekatan empiris yang bertujuan mengkaji hukum sebagai gejala sosial, sehingga memungkinkan
peneliti untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan direspons oleh masyarakat
dalam praktiknya.
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sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis,®! karena pendekatan ini dianggap
paling tepat untuk mengkaji mengenaik praktik nominee di lapangan. Penelitian
ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yangterjadi, tetapi
juga menganalisis praktik tersebut secara mendalam berdasarkan dua
perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Melalui pendekatan ini,
peneliti dapat mengeksplorasi kesesuaian parktik nominee dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus menilai dari sudut
pandang syariat Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
empiris.>? Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik nominee dalam
kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dengan merujuk pada ketentuan
hukum positif dan hukum Islam. Bukan hanya sekedar menelaah peraturan
peraturan yang berlaku, tetapi juga dilakukan dengan menelusuri langsung
kondisi di lapangan melalui wawancara dan observasi di dusun Pematang
Panjang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai yang terjadi dilapangan
sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

31 Lihat Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 45.
Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam
mengenai suatu fenomena hukum, kemudian menganalisinya guna memperoleh pemahaman yang
utuh terhadap masalah yang diteliti, baik dari aspek normatif maupun faktual.

32 Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, him. 34. Pendekatan
yuridis-empiris memandang hukum tidak hanya sebagai kaidah normatif, tetapi juga sebagai
perilaku sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan tertulis, tetapi juga
bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik masyarakat.
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a. Wawancara
Dalam proses pengumpulan data, peneliti telah melakukan wawancara®
dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik
perjanjian nominee di dusun Pematang Panjang. Narasumber dalam
penelitian ini adalah HSN, seorang warga yang menjadi ahli waris dari
tanah yang menggunakan perjanjian nominee, yang mana tanah tanah yang
menggunakan perjanjian nominee tersebut sempat dijual oleh pihak yang
namanya tercantum dalam sertifikat, [H yang merupakan perwakilan dari
pihak yang melakukan perjanjian yang serupa, untuk memperoleh
gambaran yang lebih luas mengenai pola-pola yang terjadi di masyarakat.
Peneliti juga menggali keterangan dari perangkat dusun setempat guna
memahami kondisi sosial serta sistem administrasi pertanahan di Dusun
Pematang Panjang. Dalam wawancara ini menggunakan wawancara tidak
terstruktur yang merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis.
Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan.®*

b. Observasi
Peneliti telah melakukan observasi langsung di dusun Pematang Panjang

selama 24 (dua puluh empat) hari lamanya untuk melihat secara nyata latar

3 Ali, Metode Penelitian Hukum, him. 105. Wawancara merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang penting dalam penelitian hukum, khususnya penelitian empiris, karena
memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari narasumber untuk memahami praktik
hukum yang terjadi di lapangan.

34 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Al Fabeta,
2013), him. 140-142.
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belakang apa yang mempengaruhi penggunaan perjanjian nominee dan
dinamika yang terjadi. Lingkungan sosial dan peran perangkat dusun sangat
membantu yang kemudian menjadi bagian penting dalam mendukung
keseluruhan analisis dalam penelitianini.

c. Dokumentasi
Sebagai penguat data dalam penelitian ini, peneliti juga menghimpun

dokumentasi®

yang relevan dan berkaitan dengan praktik perjanjian
nominee di dusun Pematang Panjang. Dokumentasi yang diperoleh meliputi
foto kegiatan saat proses wawancara, gambar kondisi objek tanah,
dokumentasi umum yang tidak bersifat privasi, serta informasi umum dari
perangkat dusun. Dokumen-dokumen tersebut tidak bersifat pribadi atau
rahasia, melainkan merupakan data terbuka yang dapat diakses untuk
keperluan penelitian. Keberadaan dokumentasi ini memberikan penguat
terhadap data lapangan yang telah dikumpulkan melalui observasi dan
wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan

metode deskriptif-analitis berpola dedukatif.®*® Analisis dilakukan dengan

menggambarkan secara apa adanya praktik pinjam nama dalam sertifikat hak

3% Ali, Metode Penelitian Hukum, him. 108. Dokumentasi digunakan sebagai data
pelengkap untuk mendukung hasil wawancara atau observasi. Teknik ini berguna untuk memperoleh
data tertulis seperti surat, putusan, akta, atau arsip lain yang relevan dengan objek penelitian hukum.

% lbid., him. 123. Metode desktiptif-analitis berpola dedukatif dilakukan dengan
menjabarkan teori atau kaidah umum terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk
menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan.
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milik atas tanah sebagaimana yang terjadi di dusun Pematang Panjang,
kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-
prinsip hukum Islam yang relevan. Data lapangan yang telah dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis berdasarkan teori-
teori hukum yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini. Melalui pola
deduktif, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antar fakta yang
ditemukan dilapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga
menghasilkan analisis yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistematika yang sesuai dengan
panduan penulisan skripsi fakutas syariah dan hukum, yaitu dengan pembahsan

sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritik menerangka landasan mengenai praktik
pinjam nama pada sertifikat hak milik atas tanah dari segi hukum islam dan
hukum positif. Bab ini dimaksudkan menjadi acuan toritis seluruh uraian dalam

skripsi.
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Bab ketiga, membahas gambaran umum objek penelitian yaitu
mengenai letak geografis dan gambaran terkait terjadinya kegiatan praktik

pinjam nama dalam sertifikat hak milik atas tanah di dusun Pematang Panjang.

Bab Keempat, menyajikan hasil analisis mengenai praktik pinjam nama
pada sertifikat hak milik atas tanah di dusun Pematang Panjang ditinjau melalui

hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup dari semua runtutan pembahasan yang

berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan studi lanjut.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil

sebuah kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1.

Perjanjian nominee di dusun Pematang Panjang dilakukan dalam tiga pola:
(a) berdasarkan musyawarah keluarga terhadap tanah warisan, (b) untuk
memenuhi syarat administratif dalam program sertifikasi tanah subsidi
(PRONA), dan (c) oleh badan usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan
memiliki Sertifikat Hak milik dengan menggunakan nama karyawan untuk
menghindari pajak perusahaan. Dalam praktiknya sebagian besar hanya
berdasarkan kepercayaan, yang berpotensi konflik. Sebagian besar praktik
perjanjian nominee tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan
pasal 1320 seperti yang dijelaskan oleh Subekti, khususnya pada aspek
sebab yang halal. Diantara penggunaan perjanjian nominee dilakukan untuk
mengelabui hukum, menghindari pajak, maka perjanjian tersebut tidak sah
karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, itikad baik, dan asas
kepribadian. Sementara itu, dalam praktik perjanjian nominee terhadap
tanah warisan, aspek legalitasnya lemah karena hanya dilakukan
berdasarkan kepercayaan saja tanpa ada akta perjanjian.

Berdasarkan kajian akad Wakalah, pada praktik perjanjian nominee di

dusun Pematang Panjang tidak sepenuhnya memenuhi syarat Wakalah
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secara syar’i. Sebagian dilakukan tidak sesuai dengan sebab yang halal,
sebagian yang lain dilakukan tanpa kewenangan yang tegas, sehingga
berisiko disalah gunakan. Dalam kasus tertentu terdapat pihak yang diberi
kuasa justru merugikan pihak yang diwakilkan. Oleh karena itu, menurut
pandangan Sadd az-Zari’ah, praktik ini tergolong perbuatan yang secara
lahiriah dibolehkan namun membuka jalan menuju kerusakan (mafsadat),
sehingga praktik ini perlu dihindari demi menjaga keadilan dan

kemaslahatan bersama.

B. Saran

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nominee yang tidak

dilakukan secara sah dan transparan dapat menimbulkan berbagai dampak

hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran yang bersifat

preventif dan konstruktif sebagai respons atas fenomena tersebut:

1.

Untuk yang akan datang, perlu diperhatikan bahwa penggunaan nama orang
lain dalam kepemilikan tanah dapat menimbulkan risiko hukum apabila
tidak disertai perjanjian yang sah dan jelas. Jika dilakukan sebagai bentuk
Wakdlah, maka harus dipastikan seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.
Mengingat perjanjian nominee belum diatur secara tegas dalam hukum
positif dan kerap digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum,
alangkah baiknya praktik ini dihindari untuk mencegah konflik dan

kerugian di kemudian hari.
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2. Dalam konteks pengembangan kebijakan pertanahan ke depan, perlu adanya
regulasi yang secara tegas mengatur praktik perjanjian nominee antar
sesama Warga Negara Indonesia. Kekosongan hukum dalam hal ini
berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan hukum, maupun konflik
kepemilikan yang berkepanjangan. Pengaturan tersebut hendaknya
mempertimbangkan aspek hukum perdata, hukum administrasi pertanahan,
serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

3. Untuk pengembangan kajian akademik, praktik perjanjian nominee yang
terjadi di tengah masyarakat lokal dapat menjadi objek kajian yang lebih
luas, terutama dalam konteks hubungan antara hukum negara dan hukum
Islam. Kajian-kajian ini penting untuk merumuskan model hukum yang
kontekstual, responsif terhadap praktik yang terjadi di masyarakat, serta
menyelaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi

kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan.
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